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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah pertimbangan hukum dalam 

Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012374.16/2023/PP/M.XVIB Tahun 2025 

mencerminkan prinsip keadilan dalam penyelesaian sengketa perpajakan, serta 

mengeksplorasi dampaknya terhadap pemahaman wajib pajak mengenai kewajiban 

perpajakan dan upaya hukum yang dapat ditempuh. Metode penelitian yang 

digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan teori keadilan. 

Fokus kajian diarahkan pada penilaian terhadap pertimbangan majelis hakim dalam 

memutus sengketa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa manajemen antar 

entitas afiliasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan tersebut belum 

sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan substantif, karena lebih menekankan 

pada bukti administratif formal dan mengabaikan substansi ekonomi hubungan 

usaha yang ditunjukkan melalui kontrak, bukti pembayaran, dan struktur organisasi. 

Pendekatan legal-formal ini berimplikasi terhadap pemahaman wajib pajak bahwa 

hak fiskal hanya dapat dipertahankan melalui dokumentasi baku sesuai interpretasi 

fiskus dan pengadilan. Dalam jangka panjang, hal ini menimbulkan ketidakpastian 

dan mempersempit ruang pembelaan wajib pajak, khususnya dalam struktur usaha 

kompleks. Penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip keadilan 

substantif dalam sistem peradilan pajak dan perlunya kebijakan pembuktian yang 

lebih adaptif terhadap dinamika praktik usaha modern. 

Kata kunci: keadilan, sengketa pajak, PPN, wajib pajak, pembuktian 
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ABSTRACT 

This study aims to analyze whether the legal considerations in the Tax Court 

Decision Number PUT-012374.16/2023/PP/M.XVIB of 2025 reflect the principle of 

fairness in resolving tax disputes, as well as explore their impact on taxpayers' 

understanding of tax obligations and legal remedies that can be taken. The research 

method used is normative juridical with a case approach and justice theory. The 

focus of the study is directed at the assessment of the consideration of the panel of 

judges in deciding Value Added Tax (VAT) disputes on management services 

between affiliated entities. The results show that the verdict does not fully reflect 

the principle of substantive justice, as it emphasizes more on formal administrative 

evidence and ignores the economic substance of the business relationship as 

demonstrated through contracts, proof of payment, and organizational structure. 

This legal-formal approach has implications for taxpayers' understanding that 

fiscal rights can only be maintained through standard documentation according to 

the interpretation of the fiscal and the courts. In the long run, this creates 

uncertainty and narrows the space for taxpayer defense, especially in complex 

business structures. This study emphasizes the importance of applying the principle 

of substantive justice in the tax justice system and the need for a proven policy that 

is more adaptive to the dynamics of modern business practices.  

Keywords: justice, tax disputes, VAT, taxpayers, proof 
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